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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia adalah salah satu Negara berkembang di dunia, banyak berdiri perusahaan skala kecil sampai skala besar baik di tingkat Nasional dan di tingkat Internasional. Proses produksi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi pekerja/buruh. Kebutuhan pemenuhan permintaan pasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan menuntut pekerja/buruh bekerja secara cepat, tepat dan efisiensi dengan target yang harus segera dipenuhi.. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: “Hubungan Industrial adalah suatu sistem yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1954”. Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam produksi barang dan jasa yang terdiri unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasari nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan hubungan industrial, pemerintah, Pekerja/Buruh, atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta pengusaha atau Organisasi Pengusaha mempunyai fungsi dan peran masing-masing yang sudah digariskan dalam undang-undang.Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang pengertian hubungan industrial, prinsip-prinsip industrial. Dengan adanya hubungan industrial, etika, tata kelola, serta pemberhentian dalam suatu perusahaan yang bail maka akan dapat meningkatkan produktivitas dan kerjasama antara karyawan dan pengusaha sehingga perusahaan dapat berjalan terus. 









BAB II
PEMBAHASAN
1. Definisi Hubungan Industrial 
Pengertian Hubungan Industrial Hubungan Industrial adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila Pancasila dan Undangundang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan budaya Nasional Indonesia.
 Hubungan industrial diatur oleh Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Pasal 1 UUK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
Dalam melaksanakan hubungan industrial terdiri dari: 
a. Pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 
b. Pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban, demu kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota serta keluarganya. 
c. Pengusaha melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis dan berkeadilan. 

1) Ciri Hubungan Industrial Ciri khas hubungan industrial adalah: 
a. Hubungan Industrial mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan hanya bertujuan untuk sekedar mencari nafkah, akan tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, masyarakat Bangsa dan Negara. 
b. Hubungan Industrial menganggap pekerja/buruh bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya, oleh karena itu perlakuan pengusaha/majikan kepada pekerja/buruh bukan hanya dilihat dari segi kepentingan produksi belaka, tetapi harus dilihat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat sebagai manusia. 
c. Dalam hubungan industrial, setiap ada perbedaan pendapat antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan harus dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan, karena itu dalam tindakan mogok, penekanan dan penutupan perusahaan (lock out) adalah tidak sesuai dengan prinsipprinsip hubungan industrial.

Untuk dapat mewujudkan hubungan yang dicita-citakan maka diperlukan sikap mental para pelaku proses produksi sebagai teman seperjuangan yang saling mengerti kedudukan serta peranannya masingmasing, memahami hak dan kewajibannya dalam keseluruhan proses produksi. Karena itu dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap mental pekerja/buruh sesuai dengan Tri Dharma dan sikap mental pengusaha/majikan memanusiakan manusia. 
Adapun sikap mental pekerja/buruh sesuai dengan Tri Dharma adalah sebagai berikut: 
a. Merasa ikut memiliki; 
b. Ikut memelihara dan mempertahankan; 
c. Terus-menerus mawas diri. 

Sedangkan sikap mental pengusaha/majikan memanusiakan manusia adalah sebagai berikut: 
a. Dengan kesadaran bahwa pekerja/buruh itu adalah manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. 
b. Dengan kesadaran bahwa meningkatkan derajat, martabat, harga diri dan kesejahteraan pekerja/buruh adalah merupakan kewajiban dan tugas kemanusiaan.


2) Indikator Hubungan Industrial 
Indikator berjalannya hubungan industrial suatu perusahaan dengan baik dapat dilihat sebagai berikut: 
a. Kesejahteraan karyawan 
b.Penenuhan hak-hak karyawan 
c. Kepatuhan perusahaan dan karyawan dalam melaksanakan perjanjiankerja bersama 
d. Komunikasi yang baik antara karyawan atau serikat pekerja dengan pengusaha 
e. Menyelesaikan perselisihan yang ada

3) Strategi Hubungan Industrial 
1. Unit Kerja Hubungan Industrial 
a. Manajemen perusahaan yang mapan mempunyai kebijakan hubungan industrial dan panduan pencegahan pemogokan dan menghadapi pemogokan pekerja/buruhnya. Di perusahaan besar di nanajemen SDM ada unit kerja khusus yang memenajemen masalah hubungan industrial. Manajemen hubungan industrial sangat penting sebab perusahaan menempatkan karyawan sebagai Human Capital yang selalu dikembangkan agar selalu memberikan nilai tambah. Perusahaan percaya jika hubungan industrial dikelola dengan baik maka akan menghasilkan hubungan yang harmonis dan bisnis perusahaanpun akan berkembang dengan baik. 
b. Di perusahaan besar unit kerja hubungan industrial dilengkapi dengan staf yang terdiri dari: sarjana hukum hubungan industrial, psikolog industri, sarjana komunikasi masa, dan ekonomi perburuhan. Unit kerja tersebut membantu Manajer SDM dalam menyusun konsep kebijakan hubungan industrial, melakukan penelitian mengenai masalah hubungan industrial perusahaan, menyusun konsep penanganan masalah hubungan industrial umumnya, khususnya jika terjadi konflik hubungan industrial khususnya pemogokan. 

4) Kebijakan Hubungan Industrial 
a. Perusahaan yang mapan menyusun kebijakan hubungan industrial antara perusahaan dengan serikat pekerja/buruh. Di Negara-negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat, kebijakan tersebut tertuang dalam prinsip-prinsip collective bargaining atau tawarmenawar kolektif. Istilah tersebut diciptakan oleh Martha Beatrice Web seorang otodidak yang tertarik kepada koperasi, pekerja sosial, politik dan hubungan industrial. collective bargaining merupakan proses perundingam kolektif antara manajemen dan serikat pekerja untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan industrial termasuk upah, jam kerja, peraturan pabrik dan keselamatan kerja serta prosedur keluhan atau grievance. 
b. Disebut collective bargaining sebab para serikat pekerja secara kolektif, bernegoisasi mewakili para pekerja/buruh dengan pengusaha. Masing-masing pihak berdasarkan peraturan, berkewajiban untuk bernegoisasi dengan kepercayaan dan niat baik yang berarti terbuka dan adil. Negoisasi kontrak baru dimulai beberapa bulan sebelum kontrak lama habis. Dalam collective bargaining kedua belah pihak meletakkan posisinya untuk memberikan masing-masing pihak ruang tawar-menawar sehingga dapat tercapai kesepakatan bersama.
c. Collective bargaining diadopsi oleh International Labor Organization (ILO) dalam Konvensi Nomor 49, tanggal 1 Juni 1949 si Jeneva dan menjadi model hubungan industrial untuk menyelesaikan sengketa antara serikat buruh dengan para pengusaha di seluruh dunia. Konsep collective bargaining memberi ilham kepada para pemimpin serikat pekerja/buruh, para pengusaha dan Pemerintah Indonesia untuk menciptakan konsep sebagai Hubungan Industrial pada masa Orde Baru

2. Definisi Etika Kerja 
1) Pengertian Etika 
Kerja Asal usul etika tak lepas dari asli kata ethos. Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos dibentuk dalam berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang dimilikinya, dalam etos tersebut terkadang semangat yang kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik dan bahkan budaya berupaya untuk mencapai kualitas etos kerja yang sesempurna mungkin.Etika kerja merupakan rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungannya, dengan tujuan untuk mengatur tatakrama aktivitas para karyawannya agar tercapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang maksimal.

2) Pinsip Etika Kerja 
Menurut Ernawan terdapat beberapa prinsip etika dalam bekerja, di antaranya adalah: 
a. Bekerja dengan ikhlas. Bekerja dengan ikhlas berarti bekerja dengan penuh kerelaan. Setiap karyawan harus menyadari pekerjaan yang dilaksanakan adalah karena kemauannya sendiri, bukan paksaan. 
b. Bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab Tekun adalah kesungguhan dalam melakukan pekerjaan organisasi mengembangkan hal yang dapat ditiru atau dicontoh dalam melakukan pekerjaan di organisasi. Sedangkan bertanggung jawab yaitu melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh, bertindak berdasarkan profesionalisme, serta patuh dan setia dalam melaksanakan tugas. 
c. Bekerja dengan semangat dan disiplin. Bersemangat berarti mempunyai dorongan yang tinggi untuk senantiasa meningkatkan prestasi dan bersedia menerima nasihat atau teguran. Disiplin berarti tertib dalam tindakan, patuh dan taat kepada peraturan undang-undang, dengan disiplin akan menjamin produktivitas kerja. 
d. Bekerja dengan kejujuran dan dapat dipercaya. Dapat dipercaya dan kejujuran itu berarti memenuhi janji dan secara tetap memenuhi patokan kejujuran, ketulusan hati atas segala Tindakan dan pernyataan kita. 
e. Berkemampuan dan bijaksana. Berkemampuan berarti meningkatkan keterampilan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, berupaya menambah luas ilmu pengetahuan dan bertindak secara berhati-hati dengan terus belajar dan menggali ilmu. Bijaksana dalam arti terbuka dan responsif kepada perubahan, sanggup menerima dan memberi kritikan yang membangun, membuat pertimbangan yang teliti sebelum memutuskan sesuatu tindakan, bersabar dalam menghadapi masalah dan tenang dalam mengalami tekanan. 
f. Bekerja dengan berpasangan/kerjasama Kerjasama merupakan manajemen melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan atau usaha yang ditangani dua orang atau lebih di dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. 


3) Macam-macam Etika 
Etika terbagi menjadi 2 macam: 
a. Etika deskriptif adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia bertindak secara etis. 
b. Etika normatif adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat.
 

3. Corporate Governance (CG) / Tata kelola perusahaan

 Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan (Majid, 2020). Bank Dunia mendefinisikan corporate governance sebagai aturan dan standar organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manager serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada insvestor (pemegang saham dan kreditur).

1) Karasteristik Corporate Governance 
Efisiensi dan efektifitas corporate governance sebagai suatu system pengolahan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa karakteristik. Terdapat dua karakteristik dalam penerapan Corporate Governance yaitu karakteristik internal dan eksternal. Internal Governance mencakup struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif. Sedangkan External Governance terdiri dari institusional ownership, pasar dan tingkat pendanaan dengan hutang. 

2) Komisaris Indepenen 
Komisaris independen merupakan anggota dewan yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan dengan organisasi dalam perusahaan (Tambun, 2020). Perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham. Tata Kelola ini menggunakan Dewan Komisaris Independen, kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkat pengawasan terhadap kinerja direksi, sehingga dapat berpengeruh terhadap manajemen untuk meminimalkan tingkat tarif pajak efektif. Dalam sebuah riset dikemukakan, semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya (Suryatimur, et, al., 2020)
 
3) Hubungan Istimewa 
Penetapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 mengatur tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi antara perusahaan pelapor dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

4) Tarif Pajak Efektif 
Tarif pajak efektif digunakan untuk mereflesikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Dalam pengertian lain, tarif pajak efektif dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Dengan kata lain, secara definitif tarif pajak afektif bermakna beban bagi pajak penghasilan, sehingga potensinya di dalam mengurangi pembayaran pajak sangat dimungkinkan, terlebih tidak ada aturan administratif yang dilanggar.

4. Pemutusan Hubungan Kerja/Pemberhentian Karyawan Perusahaan
1) Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja
Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengartikan bahw Pemberhentian atau pemutusan hubunga kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Sedangkan menurut Moekijat mengartikan bahwa Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerjas seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Manulang (1988) mengemukakan bahwa istilah pemutusan hubungan kerja dapat memberikan beberapa pengertian, yaitu:
a. Termination: yaitu putusnya hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya kontrak kerja yang	telah	disepakati. Berakhirnya kontrak, bilamana tidak terdapat kesepakatan antara karyawan dengan manajemen, maka karyawan harus    meninggalkan pekerjaannya,
b. Dismissal: yaitu putusnya hubungan kerja karena karyawan melakukan Tindakan pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan. Misalnya : karyawan melakukan kesalahan-kesalahan, seperti mengkonsumsi alkohol atau obat- obat psikotropika, madat, melakukan tindak kejahatan, merusak perlengkapan kerja milik pabrik,
c. Redundancy, yaitu pemutusan hubungan kerja karena perusahaanmelakukan pengembangan dengan menggunakan mesin-mesin berteknologi baru, seperti: penggunaan robot-robot industri dalam proses produksi, penggunaan alat-alat berat yang cukup dioperasikan oleh satu atau dua orang untuk menggantikan sejumlah tenaga kerja Hal ini berdampak pada pengurangan tenaga kerja.
d. Retrenchment, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan	masalahmasalah  ekonomi, seperti resesi ekonomi, masalah pemasaran, sehingga perusahaan tidak mampu untuk memberikan upah kepada karyawannya.

2) Flippo (1981) membedakan pemutusan hubungan kerja di luar konteks pensiun menjadi 3 kategori, yaitu:
a) Lay Off, keputusan ini akan menjadi kenyataan ketika seorang karyawan yang benar-benar memiliki kualifikasi yang membanggakan harus dipurnatugaskan karena perusahaan tidak lagi  membutuhkan sumbangan  jasanya,
b) Out Placement, ialah kegiatan pemutusan hubungan kerja disebabkan perusahaan ingin mengurangi banyak tenaga kerja baik tenaga profesional, manajerial, maupun tenaga pelaksana biasa. Pada umumnya perusahaan melakukan kebijakan ini untuk mengurangi karyawan yang performansinya tidak memuaskan, orang-orang yang tingkat upahnya telah melampaui batas-batas yang dimungkinkan, dan orang-orang yang dianggap kurang memiliki kompetensi kerja, serta orang-orang yang kurang memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan untuk posisi di masa mendatang. Dasar dari kegiatan ini ialah kenyataan bahwa perusahaan mempunyai tenaga kerja yang skillnya masih dapat dijual kepada perusahaan lain, dan sejauh mana kebutuhan pasar terhadap keahlian atau skill ini masih tersembunyi,
c) Discharge. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menimbulkan perasaan paling tidak nyaman di antara beberapa metode pemutusan hubungan kerja yang ada. Kegiatan ini dilakukan berdasar pada kenyataan bahwa karyawan kurang mempunyai sikap dan perilaku kerja yang memuaskan.
Karyawan yang mengalami jenis pemutusan hubungan kerja inikemungkinan besar akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru di tempat atau perusahaan lain. Dari dua pengertian tersebut di atas, nampaknya masalah pemutusan hubungan kerja penyebabnya dapat disebabkan oleh dua pihak. Baik penyebab yang berasal dari kualifikasi, sikap dan perilaku karyawan yang tidak memuaskan, atau penyebab yang berasal dari pihak manajemen yang seharusnya dengan keahliannya dan kewenangan yang diserahkan kepadanya diharapkan mampu mengembangkan perusahaan, walau dalam kenyataannya menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi perusahaan, dan harus mengambil keputusan untuk efisiensi tenaga kerja.

3) Alasan Pemberhentian Karyawan Pada Perusahaan
Pemutusan hubungan kerja pada prinsipnya dapat terjadi kalau salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa rugi bila hubungan kerja tersebut diteruskan. Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena keinginan karyawan, keinginan perusahaan, atau keinginan kedua belah pihak. Sebenarnya, pemutusan hubungan kerja itu sendiri dapat menimbulkan kerugian. Namun, karena kerugian yang ditimbulkan akibat mempertahankan hubungan kerja dianggap lebih besar dibandingkan dengan kerugian akibat pemutusan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja dilaksanakan. Alasan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan bukan hanya karena ketidakjujuran karyawan, melainkan juga alasan- alasan lain yang dianggap merugikan, misalnya ketidakmampuan bekerja, malas, pemabok, tidak patuh, sering absen, dan sebagainya. Pemutusan hubungan kerja ini menurut pandangan perusahaan akan menimbulkan kerugian yang lebih kecil daripada meneruskan hubungan kerja.
Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang berhenti atau putus hubungan kerjanya dengan perusahaan, ada yang bersifat karena peraturan perundang-undangan, tapi ada juga karena keinginan pengusaha, agar tidak terjadi hal semena-mena yang dilakukan pengusaha, maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pemberhentian karyawan. Menurut Drs. Manullang, ada tiga penyebab yang mengakibatkan tirnbuInya pemberhentian personal dari hubungan kerja, yakni karena: keinginan perusahaan, keinginan karyawan, dan sebab-sebab lain.
a. Keinginan Perusahaan. Pemberhentian personil dari hubungan kerja yang disebabkan: keinginan perusahaan ada berbagai macam atau jenisnya, antara lain:
a) Tidak cakap dalam masa percobaan,
b) Alasan mendesak,
c) Kemangkiran dan ketidakcakapan. Apabila karyawan sering mangkir sehingga tidak melaksanakan tugasnya atau tidak mampu atau tidak cakap melakukan tugas yang dibebankan serta berkelakuan buruk, ia dapat diberhentikan dari hubungan kerja karena kelakuan atau sikap itu jelas sangat merugikan organisasi/perusahaan,
d) Penahanan karyawan oleh alat negara. Karyawan yang ditahan oleh alat negara karena terbukti terlibat dalam tindak pidana, dapat  diberhentikan dari hubungan kerja. Atas pertimbangan khusus,   dapat pula mereka diterima kembali sebagai karyawan setelah dilepaskan dari penahanan,
e) Terkena hukuman oleh keputusan hakim. Karyawan yang dihukum atas keputusan hakim karena sesuatu hal dapat diberhentikan hubungan kerjanya tanpa hak mendapatkan ganti rugi berupa apapun juga,
f) Sakit yang berkepanjangan. Bila karyawan sakit-sakitan atau menderita sakit terus-menerus sedikitnya 3-4 bulan, perusahaan dapat memberhentikan, Usia lanjut. Karyawan berusia lanjut yang mengalami penurunan prestasi kerja dapat diberhentikan dari hubungan kerjanya atau dipensiunkan sesuai ketentuan yang berlaku untuk hal semacam itu,
g) Penutupan badan usaha atau pengurangan tenaga kerja. Ditutupnya badan usaha karena mungkin jatuh failid jelas akan mengakibatkan	berhentinya hubungan kerja segenap karyawan atau mungkin disalurkan badan usaha lain. Tentunya dengan   pesangon yang sesuai kemampuan yang  ada,

b. Keinginan karyawan. Ada pula pemberhentian hubungan kerja karena keinginan karyawan sendiri dengan berbagai macam alasan sebagai berikut:
a) Ketidaktepatan pemberian tugas. Karyawan, khususnya pada masa percobaan, merasa kurang cocok dengan tugas yang diberikan pada masa percobaan tersebut, sehingga menurut pertimbangannya tak akan mungkin ada perkembangan di masa depan. Dalam hal semacam ini, karyawan dapat minta berhenti, namun tidak berhak atas pesangon ataupun balas jasa dalam bentuk apapun, Alasan mendesak. Karena alasan mendesak, karyawan dapat pula minta	berhenti tanpa memperhatikan tenggang waktu dan saat pemberhentiannya. Alasan mendesak tersebut antara lain; menolak pimpinan baru. Apabila karyawan tidak cocok dan tidak sejalan dengan pimpinan barunya, hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya stres yang tidak menguntungkan dirinya. Dalam hal semacam ini, karyawan dapat saja minta berhenti dengan hak pesangon, balas jasa atau lainnya

c. Sebab-sebab lainnya. Dalam hal ini sebab-sebabnya bukan karena kesalahan pihak perusahaan sehingga perusahaan merasa berhak untuk tidak memberi    pesangon atau jasa apapun, Selain karena keinginan perusahaan dan keinginan karyawan sendiri, penyebab berhentinya hubungan kerja karyawan dapat pula dalam bentuk yang lain, antara lain karyawan meninggal dunia atau habis masa hubungan kerjanya. Pemutusan hubungan kerja seperti ini disebut "hubungan kerja putus demi hukum" karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (di Indonesia sesuai ketentuan pasal 1603 j dan e KUHP).
Dalam hal semacam itu, yakni berakhirnya masa hubungan kerja sesuai perjanjian kerja, tidak    mewajibkan perusahaan membayar ganti rugi kepada karyawan, karena hal itu sudah didasarkan kesepakatan bersama. Lain halnya apabila karyawan  meninggal dunia sebelum habisnya hubungan kerja, perusahaan tetap berkewajiban memberikan ganti rugi sepantasnya, sesuai aturan yang berlaku. Dalam pengertian ini pemerintah tidak melarang secara umum untuk memberhentikan karyawan dari pekerjaannya. Jangan karena tidak cocok dengan pendapat perusahaan atau bertentangan dengan kehendak atau keinginan pengusaha yang mengharapkan karyawan terus bekerja untuk meningkatkan produksinya, karyawan tersebut langsung diberhentikan, tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan tanpa dijelaskan  alasan-alasannya kepada karyawan. 

4) Proses Pemberhentian Karyawan Perusahaan
Dalam pemberhentian karyawan, apakah yang sifatnya kehendak perusahaan, kehendak karyawan maupun karena undang- undang harus betul-betul didasarkan kepada peraturan, jangan sampai pemberhentian karyawan tersebut menimbulkan suatu konflik atau yang mengarah kepada kerugian kepada kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan.
Adapun beberapa cara yang dilakukan dalam proses pemberhentian karyawan:
a. Bila kehendak perusahaan dengan berbagai	alasan	untuk memberhentikan dari pekerjaannya perlu ditempuh terlebih dahulu:
a) Adakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan,
b) Bila musyawarah menemui jalan buntu maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan atau instansi yang berwenang memutuskan perkara,
b. Bagi karyawan yang melakukan pelanggaran berat dapat langsung diserahkan kepada pihak kepolisian      untuk diproses lebih lanjut tanpa  meminta ijin lebih dahulu kepada Dinas terkait tau berwenang, Bagi karyawan yang akan pensiun, dapat diajukan sesuai dengan peraturan. Demikian pula terhadap karyawan yang akan mengundurkan  diri atau atas kehendak karyawan diatur atas sesuai dengan paraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pemberhentian karyawan tentu berpengaruh sekali terhadap perusahaan terutama masalah dana. Karena pemberhentian karyawan  memerlukan dana yang cukup besar diantaranya untuk membayar pensiun atau pesangon karyawan dan untuk membayar tunjangan-tunjangan lainnya. Begitu juga pada saat penarikan kembali karyawan, perusahaan pun mengeluarkan dan yang cukup besar untuk pembayaran kompensasi dan pengembangan karyawan.
Dengan adanya pemberhentian karyawan tersebut tentu sangat berpengaruh sekali terhadap karyawan  itu sendiri. Dengan diberhentikan dari    pekerjaannya maka berarti karyawan tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan secara maksimal untuk karyawan dan keluarganya. Atas dasar  tersebut, maka manajer sumber daya manusia harus sudah dapat  memperhitungkan beberapa jumlah uang yang seharusnya diterima oleh karyawan yang behenti, agar karyawan tersebut dapat memenuhi kebutuhan nya  sampai pada tingkat dianggap cukup.





















BAB III
KESIMPULAN

Untuk mewujudkan kualitas hubungan industrial, etika, tata kelola, serta pemberhentian yang baik. Perusahaan perlu memperhatikan aspek-aspek kewajiban pekerja/serikat pekerja dan pengusaha. Kewajiban Pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban, demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota serta keluarganya. Sedang kewajiban Pengusaha yaitu melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis dan berkeadilan. Untuk dapat mewujudkan hubungan yang dicita-citakan maka diperlukan sikap saling mengerti kedudukan serta peranannya masingmasing baik pengusaha maupun pekerja serta memahami hak dan kewajibannya
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